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BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan diubahnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Spsial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Mengingat I 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistermn Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 lﬂ-s‘}
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13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri
dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2009 Nomor 3);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun
2012 tentang  Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2012 Nomor 27};

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor
11);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 27)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(1) Pengelola hibah dan bantuan sosial terdiri dari:

a. pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi
adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten Daerah, dan Kepala SKPD;dan

b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku pejabat pengelola keuangan daerah
yang melaksanakan fungsi ordonansi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, SKPD
melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, monitoring dalam
pengelolaan belanja hibah/bantuan sosial.

(3} Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi
kewenangan dalam pengelolaan hibah dan

bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2)
adalah :

a. Sekretariat Daerah:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat  yaitu
mengelola hibah dan bantuan sosial di
bidang Keagamaan, Kemasyarakatan dan
Kelompok Masyarakat, antara lain rumah
ibadah dan organisasi kemasyarakatan
serta bidang tugas lain yang sejenis;

2. Blagian Pemerintahan yaitu mengelola
hibah dan bantuan sosial kepada insta_nsiﬂ



vertikal antara lain KODIM, POLRES,
Kejaksaan serta bidang tugas lain yang
sejenis;

3. Bagian Hukum yaitu mengelola hibah dan
bantuan sosial di bidang hukum serta
bidang tugas lain yang sejenis.

.Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di
bidang Sosial, antara lain Yayasan Sosial, Panti
Jompo, Panti Asuhan dan Organisasi yang
bergerak di Bidang Sosial serta bidang tugas
lain yang sejenis;

. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga yaitu mengelola hibah
dan bantuan sosial di bidang Pendidikan
antara lain PAUD, Yayasan Pendidikan, Pondok
Pesantren dan Organisasi yang bergerak di
Bidang Seni Budaya, Kepemudaan dan
Olahraga, antara lain KNPI, Pramuka, KONI
serta bidang tugas lain yang sejenis;

. Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan vyaitu mengelola hibah dan
bantuan sosial di bidang Perdagangan, UMKM
dan Koperasi serta bidang tugas lain yang
sejenis;

. Badan  Pemberdayaan  Masyarakat dan
Pemerintahan Desa yaitu mengelola hibah dan
bantuan sosial untuk PKK Kabupaten,
Posyandu, PNPM serta bidang tugas lain yang
sejenis;

. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yaitu mengelola hibah dan bantuan
sosial untuk organisasi wanita antara lain
Dharma Wanita serta bidang tugas lain yang
sejenis;

. Badan  Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, yaitu mengelola
hibah dan bantuan sosial di bidang Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta
bidang tugas lain yang sejenis;

.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di
bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
antara lain kepada Kelompok Tani serta bidang
tugas lain yang sejenis;

. Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu mengelola
hibah dan bantuan sosial di bidang Kelautan
dan Perikanan antara lain kepada Kelompok
Pembudidaya Ikan dan Nelayan serta bidang
tugas lain yang sejenis;

j. Dinas Perhubungan, yaitu mengelola hihahgl
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dan bantuan sosial di bidang Perhubungan
antara lain Organisasi Angkutan Darat
{Organda) serta bidang tugas lain yang sejenis;

k.Dinas Tata Ruang dan Permukiman yaitu
mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang
Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan
antara lain jalan lingkungan, sarana air bersih,
dan kebersihan serta bidang tugas lain yang
sejenis,

l. Dinas Kesehatan yaitu yang mengelola hibah
dan bantuan sosial di bidang Kesehatan antara
lain Penanggulangan AIDS, Penyalahgunaan
Narkotika dan Obat-obatan serta bidang tugas
lain yang sejenis;dan

m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu
yang mengelola hibah dan bantuan sosial yang
terkait dengan bencana alam;

n. SKPD lainnya wyaitu mengelocla hibah dan
bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi/bidang tugas yang sejenis.

{4) Tugas masing-masing SKPD sebagaimana
dimaksud ayat (3) adalah:

a. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap
proposal yang diajukan oleh pemohon dalam
rangka penyusunan anggaran;

b. menyampaikan rekomendasi atas proposal
hibah dan bantuan sosial kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAFD);

¢. dihapus;

d. menyiapkan dokumen administrasi berupa
Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nota
Pencairan, Kuitansi, Berita Acara Serah Terima
Hibah/Bantuan Sosial, dan dokumen lain yang
dipersyaratkan untuk pencairan
hibah/bantuan sosial;

{5) dihapus.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah  non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu
Timur.

(2} Hibah kepada pemerintah daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamana_tkan?

=



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c¢ diberikan
kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun hibah
dari Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:

a. Perusahaan Daerah,
b. Perseroan Terbatas.

Hibah kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan
tertentu dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian,
adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan kelompok orang yang
memiliki kepengurusan bersifat tetap, antara
lain:

a. Rukun Tetangga;

b. Rukun Warga;

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

d. Perkumpulan yang bersifat nirlaba;dan/atau
e. Organisasi Kemasyarakatan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Dana Hibah tidak boleh dipergunakan untuk:

a. membiayai kegiatan olahraga profesional;
dan/atau

b. pengadaan tanah, mobil, sepeda motor dan
moda transportasi lainnya.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 9

(1) Pemerintah, pemerintah  daerah  lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan
hibah secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur
dengan dilengkapi proposal. 91



(2)

(3)

Proposal untuk permohonan hibah berupa uang
paling sedikit memuat:

a. latar belakang, Dberisi uraian tentang
gambaran umum mengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan
dan digjukannya usulan hibah oleh calon
penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan dilaksanakannya
kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

€. susunan kepengurusan (organisasi
kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi
uraian tentang susunan pengurus dari
organisasi kemasyarakatan/kelompok orang
yang mengajukan usulan hibah;

d. dornisili sekretariat (organisasi
kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi
uraian tentang keberadaan/ alamat
sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/
kelompok orang yang mengajukan usulan
hibah dan nomor telepon yang dapat
dihubungi sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan, berisi wuraian tentang
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian
tentang waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah;

g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana
Anggaran Biaya, berisi uraian tentang
perhitungan mengenai kebutuhan biaya
pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya;

h. tanda tangan dan nama lengkap calon
penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta
stempel/cap organisasi/lembaga dengan
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan
Camat setempat.

Apabila kegiatan yang diajukan berupa
pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan
hukum atau perorangan vang memiliki
kompetensi dalam bidang konstruksi, kecuali
rencana anggaran biaya untuk pembangunan
tempat ibadah tidak diwajibkan dibuat dan
ditandatangani oleh badan hukum atau
perorangan yang memiliki kompetensi dalam%
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(4)

(5)

(6)

(7)

bidang konstruksi;

Proposal untuk permohonan hibah berupa
barang paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi wraian tentang
gambaran umum mengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi diajukannya usulan hibah
oleh calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan diajukannya permohonan
hibah oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Bupati Luwu Timur;

C. susunan kepengurusan (organisasi
kemasyarakatan /kelompok orang), berisi uraian
tentang susunan pengurus dari organisasi
kemasyarakatan /kelompok orang yang
mengajukan usulan hibah;

d. domisili sekretariat (organisasi
kemasyarakatan /kelompok  orang), berisi
uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat
dari organisasi kemasyarakatan/kelompok
orang yang mengajukan usulan hibah dan
nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan;

e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi
uraian tentang jenis dan jumlah barang yvang
dimohon oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,

f. tanda tangan dan nama lengkap calon
penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta
stempel/cap organisasi/lembaga dengan
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat.

Bupati menunjuk SKPD  terkait untuk
melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) adalah SKPD selaku pengelola
hibah dan bantuan sosial yang memiliki tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4.

Evaluasi bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam
proposal dengan standar satuan harga yang
berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur atau apabila komponen wyang
dibutuhkan tidak terdapat dalam standar
satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebuﬂﬂlmgf



peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
dengan jenis kegiatannya,

c. memastikan keberadaan OTgaAnisasi
kemasyarakatan/kelompok orang yang
mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);

d. memastikan domisili/alamat sekretariat
(organisasi kemasyarakatan/kelompok orang)
sebagaimana tercantum dalam proposal yang
diajukan oleh calon penerima hibah;

e. memastikan kegiatan yang akan dibiavai
dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh
calon penerima hibah;

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang
diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon
penerima hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan
organisasi kemasyarakatan/kelompok orang
atau penunjukan/pengangkatan sebagai

pengurus, dapat berupa akta
notaris/keputusan

penunjukan /pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik
internal yang ditandatangani oleh calon
penerima hibah (organisasi
kemasyarakatan /kelompok orang);

4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan
oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat bagi organisasi
kemasyarakatan;

5. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-
kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau
sejenisnya dari yang menandatangani
Rencana Anggaran biaya (apabila kegiatan
yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi), sebagaimana dimaksud pada
Pasal 9 ayat (3);

6. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/
organisasi/instansi/kelompok orang yang
spesimennya pimpinan/ketua dan
bendahara.

(8) Format Surat Pernyataan tidak terjadi konflik
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf f angka 3, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan @
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Bupati ini.

(9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD.

(10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) berisi keterangan mengenai hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan
disertai kesimpulan permohonan hibah dapat
disetujui atau tidak disetujui, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(11) TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(9) dan Pasal 9 ayat (11) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
KUA-PPAS;

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah
berupa uang, barang dan/atau jasa.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran hibah dalam
Lampiran [II Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran IIl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, dan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD
vang ditandatangani bersama oleh Bupati dan
penerima hibah. Q’
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(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah,
b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan
diterima,

d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD/unit kerja
untuk menandatangani NPHD sebagaimana
tugas dan fungsi dimaksud dalam Pasal 4.

Ketentuan Pasal 16 diubah, diantara ayat (4) dan
ayat (5) ditambah satu yakni ayat (4a) dan diantara
ayat (3) dan ayat (6) ditambah satu ayat yakni ayat
(5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah
beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

(2) Daftar penecrima hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah;

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur kepada penerima hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD;

(4) Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima
hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Uang;

{4a) Berita Acara Serah Terima Uang sebagaimana
dimaksud ayat (4) ditandatangani oleh Kepala
SKPKD sesuai format pada Lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

(5] Penyerahan Hibah berupa barang kepada
penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Barang;

(5a) Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana
dimaksud ayat (5) ditandatangani oleh Kepala
SKPD sesuai format pada Lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

(6) Permintaan pembayaran atas Belanja Hibah
dapat dilakukan melalui Surat Fermintaan@
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(7)

(8)

Pembayaran (SPP) Langsung (LS);

PPKD mempunyai tugas memproses permintaan
pembayaran dan pencairan hibah berupa uang
sesuai peraturan perundang-undangan;

dihapus.

. Ketentuan Pasal 17 diubah, diantara ayat (4) dan
ayat (5) ditambah satu ayat yakni ayat (4a) sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

Pasal 17

Proses pembayaran atas belanja hibah berupa
uang dilakukan melalui SKPD;

Pemohon menyampaikan surat permohonan
pencairan hibah beserta proposal hibah kepada
SKPD sesuai bidang kewenangannya;

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal
yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2)
menggunakan data terbaru sesuai dengan
kondisi dilapangan;

Dalam hal sumber pendanaan dari
kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan
lebih dari satu sumber, RAB dirinci berdasarkan
sumber dana dengan format sebagaimana
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

SKPD melakukan verifikasi berkas dan
mengajukan nota persetujuan pencairan kepada
Bupati;

Setelah mendapat persetujuan pencairan, SKPD
mengajukan surat permohonan pencairan
kepada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah
dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Nota Persetujuan Pencairan;

b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermaterai);
c. Berita Acara Serah Terima Hibah (bermaterai);
d. Pakta Integritas (bermaterai);
e.

Surat Keterangan Transfer yang
ditandatangani oleh calon penerima hibah
(bermaterai);

f. Proposal pengajuan dari calon penerima hibah
yang dilengkapi dengan Surat Permohonan
Pencairan Hibah;

g. Kuitansi bermaterai cukup yang
ditandatangani oleh penerima hibah: Qr



h. Dokumen-dokumen pendukung pada saat
evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh
pemohon dalam rangka penyusunan anggaran,
antara lain:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon
penerima hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan
organisasi kemasyarakatan/kelompok orang
atau penunjukan/pengangkatan sebagai

pengurus, dapat berupa akta
notaris/keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya vang dapat
dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik
internal yang ditanda tangani oleh calon
penerima hibah (organisasi
kemasyarakatan / kelompok orang};

4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan
oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat bagi organisasi
kemasyarakatan;

5. fotocopy  bukti  kepemilikan/penguasaan
tanah yang sah dan/atau surat pernyataan
tentang kepemilikan tanah yang diketahui
oleh kepala Desa/Lurah (apabila kegiatan
yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi);

6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-
kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau
sgjenisnya dari yang menandatangani
Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan
yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3};

7.fotocopy rekening bank atas nama
lembaga/organisasi/instansi/ kelompok
crang yang spesimennya pimpinan/ketua
dan bendahara;

(6) Dokumen pencairan yang telah dinyatakan
lengkap selanjutnya diproses oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD;

(7} PPKD menerbitkan SPP-LS beserta dokumen
kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PPKD;

(8) PPK pada PPKD memeriksa berkas SPP yang
diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk
diterbitkan SPM oleh PPKD;

(9) SPM  beserta kelengkapan dokumen diajukanq
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kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D yang
ditujukan kepada pemohon Hibah;

(10) Pemohon Hibah dapat mencairkan SP2D tersebut
ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk;

(11) Dalam hal hibah berupa uang diberikan secara
bertahap, pemberian hibah tahap kedua dan
seterusnya hanya dapat diberikan setelah
penerima menyampaikan laporan
pertanggungjawaban minimal 75% penggunaan
hibah tahap sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD setelah diverifikasi SKPD terkait.

(2) Laporan penggunaan hibah berupa wuang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran
umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan oleh penerima hibah:

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan disusunnya laporan
penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian
tentang anggaran yang telah dibelanjakan
termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk membiayai kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah
yang telah diajukan kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dan NPHD;

€. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang
perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah
terkait dengan  kegiatan yang telah
dilaksanakan:

f. tanda tangan dan nama lengkap penerima
hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap
organisasi/ lembaga;

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang
telah dilaksanakan.

(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui kepala SKPD tcrka.itg?
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dengan tembusan PPKD.

(4) Laporan penggunaan hibah berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan
hibah berupa barang telah sesuai dengan
proposal hibah wvang telah diajukan kepada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan NPHD
serta ditandatangani oleh penerima hibah.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 23

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan hibah yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a, laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai dengan wusulan proposal
hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran vang lengkap dan sah
sesuai peraturan perundang-undangan
termasuk kewajiban membayar pajak bagi
penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang (Berita Acara Serah
Terima Barang) bagi penerima hibah berupa
barang.

{3) Format surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dinyatakan  dengan  format  sebagaimana
tercantum Lampiran X yvang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD/SKPD terkait 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan
perundang-undangan. '

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c¢ disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

{6) Terhadap penggunaan hibah berupa uang
dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit
oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yangg
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berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(7) Terhadap penggunaan hibah berupa wuang
dengan jumlah sampai dengan Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat
dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan undang-
undangan.

(8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik
secbagaimana dimaksud pada ayat (6),
dibebankan pada masing-masing penerima
hibah.

(9) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor
Akuntan  Publik/pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus
bersifat atestasi sehingga dapat memberikan
pendapat tentang kecukupan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan

pertanggungjawaban.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan
usulan tertulis kepada Bupati Luwu Timur
dengan dilengkapi proposal.

(2) Proposal untuk permohonan bantuan sosial
berupa uang paling sedikit memuat:

a. Latar belakang, berisi uraian tentang
gambaran umum mengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan
dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh
calon penerima bantuan sosial;

b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan diajukannya usulan
bantuan sosial oleh calon penerima bantuan
sosial;

c. Susunan kepengurusan (kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan),
berisi uraian tentang susunan pengurus dari
kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan yang mengajukan usulan
bantuan sosial;

d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan, berisi uraian tentang
keberadaan/alamat dari kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang
mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor
telepon yang dapat dihubungi sewaktu—wa.ktuQ!
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(3)

apabila dibutuhkan;

e. Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana,
berisi uraian tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima bantuan
sosial atau rencana penggunaan dana oleh
calon penerima bantuan sosial;

f. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana
Anggaran Biaya, berisi uraian tentang
perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan
termasuk rincian kebutuhan bahan dan
peralatan serta kebutuhan lainnya;

g. Tanda tangan dan nama lengkap calon
penerima bantuan sosial (pimpinan/ ketua)
serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap
jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan
nama lengkap calon penerima bantuan sosial
(bagi anggota masyarakat) dengan diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Proposal untuk permochonan bantuan sosial
berupa barang sekurang-kurangnya memuat:

a. Latar belakang, berisi wuraian tentang
gambaran umum mengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan
dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh
calon penerima bantuan sosial;

b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan diajukannya usulan
bantuan sosial oleh calon penerima bantuan
sosial;

¢. Susunan kepengurusan (kelompok
masyarakat/lembaga non  pemerintahan),
berisi uraian tentang susunan pengurus dari
kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan yang mengajukan usulan
bantuan sosial;

d. Domisili kelompok masyarakat/ lembaga non
pemerintahan, berisi uraian tentang
keberadaan /alamat dari kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang
mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor
telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu
apabila dibutuhkan;

e. Jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian
tentang jenis dan barang yvang dimohon oleh
calon penerima bantuan sosial;

f. Tanda tangan dan nama lengkap calon
penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua)
serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap
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jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan
nama lengkap calon penerima bantuan sosial
(bagi anggota masyarakat) dengan diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

(4) Bupati Luwu Timur menunjuk SKPD terkait
untuk melakukan evaluasi wusulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

(6)

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana tercantum dalam pasal 4.

Evaluasi bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam

proposal dengan standar satuan harga yang
berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur atau apabila komponen yang
dibutuhkan tidak terdapat dalam standar
satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat itu;

. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan

peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
dengan jenis kegiatannya;

. memastikan keberadaan kelompok

masyarakat/lembaga non pemerintahan yang
mengajukan usulan bantuan sosial (tidak
fiktif);

. memastikan domisili/alamat anggota/

kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon penerima
bantuan sosial;

- memastikan kegiatan yang akan dibiayai

dengan dana  bantuan sosial  belum
dilaksanakan oleh calon penerima bantuan
sosial;

. meminta dokumen-dokumen pendukung yang

diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan
kelompok masyarakat/lembaga non

pemerintahan atau penunjukan /
pengangkatan sebagai pengurus, dapat
berupa akta notaris/ keputusan
penunjukan /pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik
internal yang ditandatangani oleh calon
penerima bantuan sosial (kelompok 3
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masyarakat/ lembaga non pemerintahan);

4. Fotocopy rekening bank atas nama
anggota/kelompok masyarakat/lembaga
non pemerintahan yang spesimennya
anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan
bendahara.

(7) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf f angka 3 dinyatakan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) berisi keterangan mengenai hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan
disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial
dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(10) TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat
(9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (8) dan ayat (10) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial
dalam KUA-PPAS;

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

14, Ketentuan Pasal 38 diubah, setelah ayat (11)
ditambah ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan
ayat (16) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan keputusan Bupati
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(%)

(10)

(11)

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yvang tercantum dalam keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau
keluarga vyang  Dbersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta
mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi
oleh SKPD terkait.

Penyerahan bantuan sosial berupa barang
kepada penerima bantuan sosial dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (LS).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan
nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) pencairannya dapat dilakukan melaluai
mekanisme tambah uang (TU).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada
penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial
dilakukan melalui SKPD.

Pemohon menyampaikan surat permohonan
pencairan bantuan sosial beserta proposal
bantuan sosial kepada SKPD sesuai bidang
kewenangannya.

SKPD melakukan  verifikasi berkas dan
mengajukan nota persetujuan pencairan kepada
Bupati.

Setelah mendapat persetujuan pencairan, SKPD
mengajukan surat permochonan  pencairan
kepada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah
dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Nota Persetujuan Pencairan;

b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial
(bermaterai);

c. Pakta Integritas (bermaterai);

d. Surat keterangan transfer yang ditandatangani
oleh calon penerima  bantuan sosial Q?

-21-



(bermaterai);

€. Proposal pengajuan dari calon penerima
bantuan sosial yang dilengkapi dengan Surat
Permohonan Pencairan Bantuan Sosial;

f. Kuitansi bermaterai cukup yang
ditandatangani oleh penerima bantuan sosial;

g. Dokumen-dokumen pendukung pada saat
evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh
pemohon dalam rangka penyusunan anggaran,
antara lain;

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan
kelompok masyarakat/lembaga non

pemerintahan atau penunjukan/
pengangkatan sebagai pengurus, dapat
berupa akta notaris/ Keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik
internal yang ditandatangani oleh calon
penerima bantuan sosial  (kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan);

4. fotocopy rekening bank atas nama
anggota/kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan yang spesimennya anggota
masyarakat/pimpinan/ketua dan
bendahara;

(12) Untuk pencairan bantuan sosial yang tidak
direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:

a. pemberian  bantuan sosial yang tidak
direncanakan lebih dari Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan ditandatangani oleh
Bupati;

b. pemberian  bantuan sosial yang tidak
direncanakan lebih dari Rp. 50.000.000,00
(ima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang
ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama
Bupati;

c. pemberian  bantuan sosial yang tidak
direncanakan lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati;
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d. pemberian bantuan sosial yang tidak
direncanakan sampai dengan Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang
ditandatangani oleh Kepala SKPKD atas nama
Bupati;

e. format Keputusan Bupati Sebagaimana
| dimaksud Pada huruf a tercantum pada
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Dalam hal bantuan sosial diberikan secara
bertahap, pemberian bantuan sosial tahap kedua
dan seterusnya hanya dapat diberikan setelah
penerima menyampaikan laporan
pertanggungjawaban minimal 75% penggunaan
bantuan sosial tahap sebelumnya;

(14) Berita Acara Serah Terima bantuan sosial berupa
uang ditandatangani oleh Kepala SKPKD;

(15) Berita Acara Serah Terima bantuan sosial berupa
barang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(16) Format kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) huruf a sampai dengan
huruf e, tercantum pada Lampiran XIII sampai
dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Penerima  bantuan  sosial berupa wuang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Bupati Luwu Timur melalui PPKD
setelah diverfikasi SKPD/Unit Kerja terkait.

(2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa
uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran
umum mengenai pelaksanaan kegiatan/
penggunaan bantuan sosial yang telah
dilakukan oleh penerima bantuan sosial;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang
maksud dan tujuan disusunnya laporan
penggunaan bantuan sosial;

c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian
tentang anggaran yang telah dibelanjakan
termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk membiayai kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan
sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur; 9}
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d. penutup, berisi uraian tentang hal- hal yang
perlu untuk disampaikan oleh penerima
bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan;

e, tanda tangan dan nama lengkap penerima
bantuan sosial (pimpinan/ ketua) serta
stempel /cap organisasi/lembaga (bagi
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap
jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan
nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi
anggota masyarakat).

(3) Penerima bantuan sosial berupa barang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala Bupati melalui kepala SKPD
terkait dengan tembusan PPKD."

(4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat penjelasan mengenai
penggunaan bantuan sosial berupa barang telah
sesual dengan proposal bantuan sosial yang
telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur serta ditanda tangani oleh penerima
bantuan sosial.

16. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut;

Pasal 44

(1} Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan  sosial
meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima
bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan
sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai  peraturan perundang-undangan bagi
penerima bantuan sosial berupa uang termasuk
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan
bukti serah terima barang (Berita Acara Serah
Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial
berupa barang.

(3) Format surat  pernyataan tanggung  jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dinyatakan dengan format sebagaimana tercantumgf
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dalam Lampiran XVIII Peraturan ini.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada
Bupati melalui PPKD/ SKPD terkait 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh
penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

(6) Ketentuan mengenai pemeriksaan/audit sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (7) berlaku
secara mutatis mutandis bagi penerima bantuan
sosial.

(7) Format Pernyataan Kesanggupan diaudit atas
penggunaan hibah/bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada huruf j, tersebut pada Lampiran XVII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

DINAS PEND=raATAN, PENGELOLAAN NEUANGAN Ditctapkan di Malili
DAN ASSET DAERAM NAB. LUWU TIMUR pada tanggal 7 Mei 2014

. SEKDA

HUZTI LUWU TIMUR,

| asisTEN T _ "}»Q
| KADIS ANDI HATTA M.
KABID
KASUBAG / KASI
T

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7

Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

—
1

W

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN Il

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD, TELP/FAX

MEHN, .oodimiig 20
Nomor - Kepada
Sifat : Yth. Bupati Luwu Timur
Lampiran : Cq. Tim Anggaran Pemerintah
Hal : Rekomendasi I;abupaten Luwu Timur
di g
Membaca proposal yang diajukan oleh ................cenn melalui surat Nomor
ceviviiesrenrtanggal.....eeennnn.., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal
pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
1. Kelengkapan Administrasi Lengkap D Tidak Lengkap I:I
2. Domisili Jelas Tidak [ ] Jelas 1___]
3. Keberadaan Organisasi Fiktif [ ] Tidak Fiktif E]
4. Nilai yang diajukan Wajar [ | Tidak Wajar [ ]
5. Organisasi terdaftar di Pemda Ya [] Tidak ]
6. Pengelompokan penerima hibah:

[:l Pemerintah
D Pemerintah Daerah Lainnya
|:! Perusahaan Daerah

[ |Masyarakat

[ ] Organisasi Kemasyarakatan gf



..........................................................................................................

...............................................................................................................

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*)
disetujui terhadap proposal yang diajukan,

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. 37

DINAS PEND&ATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU T'WUR Kepala SKPD.............
TELAH DIPERIKSA AF

SEKDA - B - ttd

ASISTEN L i Ja

# Nama_"”_'
KABID |73
KASUBAG / KASI | P
Cata

*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
*} Coret yang tidak perlu

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.



* ——

LAMPIRAN [II

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUHN SDSIA.L YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR / JTAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

---------------------------------------------------------

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka ..........c.eeeees , perlu rnernberikan
bantuan sosial Kepada ..........cocciiiiiniiniiiiin

bahwa  berdasarkan pertimbangan sehagmmana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang........... 3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat r.ianQ}



=l

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir$



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan ;

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor S5);

18, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .....
Tahun ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20....
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20...
Nomor ......);

20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ..... Tahun 20...
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20....
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20...
Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN

SOSIAL KEPADA .....cccoiiiniinnininnass

: Memberikan bantuan sosial kepada ................ dengan

daftar penerima bantuan sosial, besaran dan peruntukannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan

Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.........

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal djtetapkan.Q?

Ditetapkan di Malili
pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR,
ttd

ANDI HATTA M.

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
2.Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;

3.Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

4. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Luwu Timur;

5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

---------------------------

--------------

No.

PENERIMA

JUMLAH (RP)

Peruntukan

dst

Jumlah

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT NOTA PERMOHONAN PENCAIRAN UNTUK HIBAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
MALILI ......
Malili, ......iiinies 20
Kepada
Nomor : Yth. Kepala SKPKD
Lamp. : Di
Perihal : Permohonan Pencairan Malili

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
B b s e tanggal......cccoiereeeannnns tentang Penetapan Daftar Penerima
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan
verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan
Permohonan Pencairan Dana Hibah sebagai berikut :

a. Jumnlah Pembayaran yang diminta : Rp00,-

(Terbilang)

b. Untuk Keperluan : Pemberian Hibah Kepada
(PenerimaHibah) untuk/dalam
rangka (kegiatan yang diadakan)

c. Alamat : (Alamat penerima hibah)

d. No.Rekening Bank/Bank G R SR Jisusivisnacenn vannunss

e. Berkas persyaratan yang dilampirkan® :
[:| Proposal
[ ] Naskah Perjanjian Hibah Daerah
[ ] Berita Acara Serah Terima
D Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
[ ] Kuitansi
[ ] Pakta Integritas
[] Surat Keterangan Transfer()



Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutn}ra.q

Kepala SKPD......cccoiiiainininns

MNATTIA. .o iieiha s
NIP

DINAS PEND=PATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAM ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA *-
ASISTEN T
o £

'_uzam ~ E
KASUBAG / KASI o

BUPATI LUWU TIMUR,

Co__

ANDI HATTA M.



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DAR] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH
A. HIBAH BERUPA UANG
PERJANJIAN HIBAH

NOMOR : Tahun 20XX
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN
(PENERIMA HIBAH)
Pada hari ini ..o tanggal.............. bulan.............. tahun dua ribu
............ , kami vang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Hibah) : Kepala SKPD/Unit Kerja, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. (Nama Penerima Hibah) : (Jabatan Penerima Hibah) yang
berkedudukan di Jalan (Alamat Penerima
Hibah), dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama (organisasi penerima hibah)
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk

mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut :

BAB |
TUJUAN DAN BESARAN
Pasal 1

Pemberian Hibah kepada .............. (instansi yang menerima hibah) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk......... (kegiatan yang diadakan).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA
dengan nilai sebesar Rp. 00,- (Terbilang) dengan rincian penggunaan
sebagaimana terlampir. %



(1)

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

Hak PITHAK PERTAMA :

a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan
Proposal Rencana Kegiatan.

b. Menerirha laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah.

c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari
hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA :

a. Menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1
Perjanjian ini.

b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian
Hibah.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

Memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana
bantuan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB IIL
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN
Pasal 4
Tata Cara Penyaluran

Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA.

Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam
bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara kedua
belah PIHAK.

Pasal 5
Tata Cara Pelaporan

Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah yang
disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi
SKPD terkait.

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan cleh
penerima hibah sebagai objek pemeriksaan. g’



BAB [V
Pasal 6
Keadaan Kahar (Force Majeure)

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu
pihak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan
sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal
tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :
a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan,

perang, huru hara, dan lain-lain vang terjadi bukan kemauan manusia
atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan /moneter.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermeterai
cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar
dapat dipergunakan sebagaimana mt:stinya.q

Malili,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD/Unit Kerja

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)



B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : Tahun 20XX
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
(PENERIMA HIBAH)

Pada hari ini ....cceeeeeeen. tANEEAL. bulan....iiveies tahun dua ribu
............ , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Pemberi Hibah) : Kepala SKPD/Unit Kerja, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. (Nama Penerima Hibah) : (Jabatan Penerima Hibah) yang berkedudukan di
Jalan (Alamat Penerima Hibah), dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama (organisasi
penerima hibah) selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut :

BAB 1
TUJUAN DAN BESARAN
Pasal 1
Pemberian Hibah kepada .............. (instansi yang menerima hibah) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran Pprogram dan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk .....-... (barang / jasa).
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa barang/ jasa kepada PIHAK
KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 00,- (Terbilang) dengan rincian penggunaan
sebagaimana terlampir.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan
Proposal Rencana Kegiatan.

b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Hibah.

c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari

hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK
KEDUA. cy’



(2)

(3)

4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Hak PIHAK KEDUA :

a. Menerima hibah berupa barang/ jasa senilai sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian
Hibah.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

Memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian
bantuan hibah berupa barang/ jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1
Perjanjian ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4
Tata Cara Penyaluran

Penyaluran hibah berupa barang/ jasa dilakukan melalui SKPD.

Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam
bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang antara kedua
belah PIHAK.

Pasal 5
Tata Cara Peclaporan

Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan hibah yang disertai
dengan surat pernyataan tanggungjawab.

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sctelah diverifikasi
SKPD terkait.

BAB IV
Pasal 6
Keadaan Kahar (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu
pihak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan
sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal
tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan,
perang, huru hara dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia
atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter. Ca



Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermeterai
cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.g

Malili,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD/Unit Kerja

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDEPATAM, PENGELOLAAN KEUANGAN
IH:I“I ASSET DAERAH KAB, LU'WU TiMUR BUPATI LUWU TIMUR,
TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA ‘4 (}_ﬁ_
ASISTEN [ M
ANDI HATTA M.
| KAD'S 12
5




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH
A. HIBAH BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
Nomor: [ -PPKD / / 208x

Pada hari Bl s tanggal.......cceveeee a3 11 sy PR tahun dua
iy L b O CRR , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Hibah] . Kepala SKPKD, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur selanjutnya disebut PITHAK PERTAMA
2. (Nama Penerima Hibah) (Jabatan Penerima Hibah) berkedudukan di
(Alamat Penerima Hibah) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
(Organisasi/Instansi Penerima Hibah)
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana Hibah
Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka (kegiatan yg
dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Luwu
TimMur NOIOT . ..ccouivieraaraaoanes tanggal.....cosinanienirines tentang Penetapan Daftar
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor
.......... , Tahun.....tanggal ..............

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. g)

Malili, 20....
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Kepala SKPKD

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)



B. HIBAH BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
Nomor : /-SKPD / [ 20xx

Pada hari Wikicaisuimeii tanggal.......cccoeues bulan....ccesiesee tahun dua
e <o —— . kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Hibah) . Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. (Nama Penerima Hibah) (Jabatan Penerima Hibah) berkedudukan di
(Alamat Penerima Hibah) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
(Organisasi/Instansi Penerima Hibah)
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Hibah Barang

Kepada Pihak Kedua Berupa ............ dalam rangka (kegiatan yg
dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Luwu
Timur NOmMOT:..ccovvrrarrsressasases tanggal..... ..o tentang Penetapan Daftar

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor
.......... Tahun..... tanggal ........coaue.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 20....
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
grernEL PARAF XOORDINASI
BINAS *Eni—alaAN, FENGELOLAAN KEUANGAR BUPATI LUWU TIMUR,

aaM #5SET DAERAM CAB, LUWY

Co_

ANDI HATTA M.




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH
FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
MNama B A A e
No Identitas KTP B e R RS R
Alamat e e R R S R A
Jabatan K e e R R
Bertindak untuk g e RN
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bantuan sosial,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan
perundang-undangan;

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hibah
yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung
jawab.

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Ttd
Rp6000,-

(Penerima Hibah)

gTTenEl BE TAF KOORDINAST
DINAS PEND—a1an, PENGELOLAAN KEUANGAM BUPATI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TINUR Z
L

|- TELAH DIPERIKSA | PARAF '
l SEXDA "

| AsisTEN ) ANDI HATTA M.




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

=====m=.——===-=.=#======-====W:n:=='=-=.—-==-=l-.——==-=========B==£=-====ﬂ.——

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ird :

Nama

Alamat

Jabatan
Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada ...... dalam rangka ..... ;
dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening

Bank

Atas Nama

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke
nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. éﬂ!

Malili, ...ov00se
Hormat Saya,

Meterai ttel

Rp6000,-
(Penerima Hibah)
s*':tff"!!. BARAF HOORBINASI BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PENL —alaM, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN AS SET DAERAM KAB. LUNU TIUR é

TELAH DIPERIKSA RARAF
Sewee LITEE hm

ans're.u ;3 ARRLE
KADIS H i

KABIO &

KASUBAG /| RASI I A




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK HIBAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
No Identitas KTP :
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah
menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal hibah dan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor ..... tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-
undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan
dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mcstinyaq

Nl oo
Penerima Hibah

Meterai  ttd
Rp6000,-

(Nama Lengkap)

DINAS PENDA&-aYAM, PENGELOLAAN KEUANGAN BUPATI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUR
I TELAH DIPERIKSA RARAF
::;?r:u_l e, 1{\ ANDI HATTA M.
KADTS = 7
KABID o t
L KASUBAG/KASI | &




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No Identitas KTP

Alamat e AT e D S T
Jabatan R S L0 DU
Bertindak Untuk © .cococecioniesiiinsiianiiinnssnres

dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi
kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari
pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi

sesuai dengan Peraturan pﬂmndang-undangan.g

Malili; s
Yang membuat Pernyataan

Meterai Ttd
Rpﬁﬂﬂﬂr ]

MNama Penerima Bansos

ripEL PARAF NOORDIMNASI
DINAS rﬂ-mu. PENGELOLAAN KEUANGAN  DUPATI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUR

[T TELAH DIPERIKSA RARAF |
| sexpA M
- ANDI HATTA M.

lrnsusren T L ks
| KADTS M

| kABID _ <
[_mum:m_ * e




LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD, TELP/FAX

Malili, .ooovnverens 20
Nomor 3 Kepada
Sifat : Yth. Bupati Luwu Timur
Lampiran : Cq. Tim Anggaran Pemerintah
Hal : Rekomendasi Kabupaten Luwu Timur
di siatie
Membaca proposal yang digjukan oleh .....cocoiiiiinnnnnn melalui surat Nomor
................ tanggal.............., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal
pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
1. Kelengkapan Administrasi Lengkap [ | Tidak Lengkap [ |
2. Domisili Jelas Tidak D Jelas I:]
3. Keberadaan Organisasi Fiktif [ ] Tidak Fiktif ]
4. Nilai yang diajukan Wajar [ | Tidak Wajar ]
5. Organisasi terdaftar di Pemda Ya D Tidak D
6. Pengelompokan penerima hibah:

[ ] Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat

[ ] Lembaga Non Pemerintah g?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat®)
disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. q?

Kepala SKPD.............
ttd
Nama.......
NIP.
Catatan :
*} Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
*) Coret yang tidak perlu
mmmm BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PEMDaATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR Ir'
TELAH DIPERIKSA F
SEXDA e =4 ANDI HATTA M.
ASISTEN U ,W/\_
, KADYS
KABID 5
KASUBAG | KASI ‘. 2 |




LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

| PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT NOTA PERMOHONAN PENCAIRAN UNTUK BANSOS

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
MALILI, ......

Kepada
Nomor : Yth. Kepala SKPED
Lamp. : D1
Perihal : Permohonan Pencairarn Malili

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
........................ tanggal..c..coviinee.. tentang Penetapan Daftar Penerima
Hibah dan Bantuan Scsial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan
verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan
Permohonan Pencairan Bantuan Sosial sebagai berikut :

a. Jumlah Pembayaran vang diminta : Rp00,-
(Terbilang)

b. Untuk Keperluan : Pemberian Bantuan Sosial Kepada
(Penerima Bantuan Sosial)
untuk/dalam rangka (kegiatan yang
diadakan)

c. Alamat : (Alamat penerima bantuan sosial)

d. No.Rekening Bank/Bank TN p TP e P e Lo et

e. Berkas persyaratan yang dilampirkan® :

[ ] Proposal

[] Berita Acara Serah Terima

[_] surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
[ ] Kuitansi

[ ] Pakta Integritas

[ ] Surat Keterangan Transfer f%



Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya. Qy

Kepala SKPD.........ccivmaniain

BUPATI LUWU TIMUR,
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDSPATAN, PENGELOLAAN HEUANGAN

e W

TELAH DIPERIKSA RARAF ANDI HATTA M.
| sexDA =t
| ASISTEN 1 /M
¥ “m $1
KABID 3
KASUBAG / KASI <




LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor : / -PPKD / [ 20xx
Pada hari 14 ) tanggal............... bulan............. tahun dua
1314 RIS , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Bantuan : Kepala SKPKD, dalam hal ini bertindalk untuk
Sosial) dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. (Nama Penerima (Jabatan Penerima Bantuan Sosial)
Bantuan Sosial) berkedudukan di (Alamat Penerima Bantuan

Sosial) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama (Organisasi/Instansi Penerima
Bantuan Sosial) selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana
Bantuan Sosial Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka
(kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomori....................... rangeal.. i tentang
Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Q

Malili, 20,...
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Kepala SKPKD

(Nama Penerima Bansos) . (Nama Pemberi Bansos)



B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
Nomeor : / - SKPD / / 20xx

Pada hari 1 gt tanggal............... bulan............. tahun dua
ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Bantuan : Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak untuk
Sosial) dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2, (Nama Penerima (Jabatan Penerima Bantuan Sosial)
Bantuan Saosial) berkedudukan di (Alamat Penerima Bantuan

Sosial) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama (Organisasi/Instansi Penerima
Bantuan Sosial) selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana
Bantuan Sosial Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka
(kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor:i...................... tangeal..ooaniaaes tentang
Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. g!

Malili, 20....
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD
(Nama Penerima Bansos) (Nama Pemberi Bansos)

STEWPEL PARAY KOORDINASI
BINAS PENGFTAN, PENGELOLAAN KEUANGAN _U¢ A TT LUWU TIMUR,
BAN ASSET DAERAM KAS, LUWU TIMUR

TrLas DIPERIKSA | PARAF ] by
SEKDA i R I
ASISTEN L | ;: ANDI HATTA M.
KADTS
KABID <
KASUBAG / KASI =




LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

FERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN ;
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL

FAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R R AR 8 o s e e mtm1msm Bt

Alamat oo e T,
Jabatan b e et R R A e A
Bertindak untuk B e o R A A b i

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial, dengan
ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

3. Akan menggunakan dana Bantuan Sosial sesuai dengan usulan proposal
Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor ........ Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan;

4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hibah
vang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

S. Apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung
Jjawab,

Malili, ..ovvveieirnennnsnn.
Yang Membuat Pernyataan

Meterai ttd
Ep6000,-

(Penerima Bantuan Sosial)

TTEMPEL PAPAF KOORDINASI
DINAS PENUDavan, FENGELOLAAN REUANGAN BUPATI LUWU TIMUR
DAN _IIIIT DAERAH MAB. LUWU TIMUR

H]

*
TELAH DIPERIKSA PARAF
-
SFEK A
— ' . ANDI HATTA M.
LSIETEN p = ' ;){/\ i
KA DTS 71

KABID
KASUBAG | KASI =
R -




LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

======='--m======-===1==='-E-======'n-===='.==ﬂ--========-n=======nmﬂ

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama T RV
. Alamat T e R I
Jabatan AR N R T

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial kepada ...... dalam

rangka ..... , dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening R R A Dt P e
Bank e e e R AL Y S RS
Atas Nama e T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Selanjutnya untuk pencairan dana bantuan sosial tersebut, mohon untuk
ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. q

Malili, .........
Hormat Saya

Meterai Ttd
Rp6000,-

Penerima Bantuan Sosial

—STEMDEL, PARAF KOORDINAS|
DINAS PENDE—A1AN, PENGELOLAAN KEUANGAN HUIZTI LUWU TIMUR,

DAN ASSET DAERAH KAS. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF frl,\,v
SEKDA M ANDI HATTA M.
ASISTEN T A
KADTS _ s

| KARID _ 3
asusacikasi |




LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat

Berkenaan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima dari Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD........covvvvnevinisn, Kabupaten Luwu Timur
B VR BOBRRIEIE . . o v ssismmsos oo b 5 T A S A S i Sebesar
BB (Terbilang)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan PEMERIKSAAN oleh
aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan

yang berlaku, berkenaan penerimaan hibah/bantuan sosial*) yang kami

terima. ‘;9

MaliB. ..o 20
Mengetahui, Yang Menyatakan,
Kepala SKPD
Meterai  Ttd
Rp6000,-
NAMA.. (Nama Lengkap)
| AP N
*) Coret yang tidak perlu
STrMNEL BARAF KOORDINASI BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PENG~alAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DaERAM lIL LUWL TiMUuR
TELAH DH?EW PAR A b}_\_,
SEKDA L ANDI HATTA M.
l ASISTEN 1Y L M
KADIS [ .
KABID &

KASUBAG /1 KASI e




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT UNTUK BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama T

Alamat R A A e e e
Jabatan N ety Rl s e
e MR o e e e e

dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Bantuan Sosial telah
menggunakan dana Bantuan Sosial sesuai dengan proposal Bantuan Sosial dan
pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ..... tahun
2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti
dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
Jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana meatinyag

Penerima Bantuan Sosial

Meterai Ttd
Rp6000,-

(Nama Lengkap)

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PEND=-ATAN, PEXGELOLAAN KEUANGAN BUPATI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA PARAF | &h}w
SEKDA . !
ASISTEN L A ANDI HATTA M.
|_KADIS oy

KABID
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